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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Manusia5adalah..makhluk..sosial,..selama5hidupnya..telah..menjadi.. 
bagiananggota masyarakat, karena sejak5lahir di dunia sudah5berhubungan 
dengan orang tua5dan keluarganya, yang semakin5meningkat usianya 
bertambah luas5pula pergaulannya..Sebagai..makhluk5sosial, tentu tidak 
terlepas5dari kehidupan bermasyarakat,.yang5tidak akan terpisah5dari 
hubungan5antara manusia yang5satu dengan yang lain. Tidak ada5manusia 
yang hidup tanpa5hubungan dan tanpa bersosialisasi 
dengan5sesamanya.Apabila5manusia dapat hidup sendiri, maka5sifat 
kesendiriannya itu5tidak mutlak5bersifat langgeng5atau selamanya, 
melainkan5hanyalah untuk sementara5dan bersifat temporer.
1
 
Setiap perkawinan5bertujuan untuk menciptakan5hidup bersama, 
antara seorang5laki-laki sebagai5suami dan seorang5perempuan sebagai 
isteri, dalam5bentuk keluarga yang5sejahtera dan kekal5berdasarkan 
Ketuhanan5Yang..Maha..Esa...Dalam5lembaga..perkawinan5masyarakat 
Indonesia sejak5dahulu mengenal5adanya pencampuran harta5perkawinan. 
Para5mempelai tidak pernah5meributkan mengenai harta5masing-masing 
pihak.Asas5saling percaya dan5memahami pasangan menjadi5landasan 
dalam5penyatuan harta perkawinan. Perlahan5budaya asing yang5dikenal 
                                                             
1 Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, UII, Press, 
Yogyakarta, 2011, hal 4. 
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bersifat individualistis5dan materialistis5masuk ke Indonesia5melalui para 
penjajah. Setelah5berabad-abad pola hidup mereka5menurun pada generasi 
bangsa Indonesia.
2
 
Ketentuan5Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indunesia Tahun 1945 menyatakan, setiap orang5berhak 
membentuk keluarga5dan melanjutkan keturunan5melalui perkawinan5yang 
sah.Di Indonesia saat5ini tunduk kepada51 (satu) hukum positif5di bidang 
Perkawinan, yaitu5pada Undang-Undang5Nomor 1 Tahun 19745tentang 
Perkawinan, 5sepanjang ketentuan-ketentuan5yang pernah ada sudah 
diatur5dalam Undang-Undang5Perkawinan. Menurut Hukum5Adat, pada 
umumnya di5Indonesia perkawinan itu5vbukan saja berarti5sebagai perikatan 
perdata, 5tetapi juga merupakan5perikatan adat dan sekaligus5juga 
merupakan5perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.
3
 
Akibat dari5suatu perkawinan5memiliki dimensi yang5cukup luas 
antara5lain sosial dan hukum, mulai5saat perkawinan, selama5perkawinan 
maupun setelah5perkawinan, karena5dalam suatu perkawinan5banyak hal 
yang akan5terjadi maupun yang5akan didapatkan seperti5masalah harta dan 
keturunan.Dimana5apabila tidak ada ketentuan5yang jelas khususnya 
masalah pembagian5harta peninggalan dari5perceraian maupun5meninggal, 
termasuk juga5dengan harta5bawaan masing–masing akan5menimbulkan 
suatu persoalan, maka5bagi sebagian orang membuat perjanjian5kawin 
                                                             
2Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun 
Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH.,), Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal 6. 
3Ahalad Baharuddin, Hukum Perkwinan Di Indonesia Studi Historis Dan Metodologis. Cetakan-1, 
Syari’ah Press IAIN STS Jamibi, Jambi, 2008, hal 23. 
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merupakan suatu5cara untuk menghindari5persoalan yang tak5inginkan di 
kemudian hari.
4
 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam memperbolehkan kepada calon5suami dan calon isteri untuk5membuat 
perjanjian5kawin. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh 
kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 
dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam 
persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
5
 Hal ini5diatur 
dalam Pasal 45 dinyatakan5bahwa, kedua calon5mempelai dapat mengadakan 
perjanjian5perkawinan dalam5bentuk taklik talak dan perjanjian5dan 
perjanjian lain yang5tidak bertentangan dengan Hukum5Islam. Pada Pasal 47 
ayat (1) dan (2) dinyatakan5bahwa : 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan 
pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam 
perkawinan. 
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran 
harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing 
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. 
 
Membuat5perjanjian dalam perkawinan hukumnya5mubah, artinya 
boleh seseorang untuk5membuat perjanjian dan boleh pula5tidak 
membuat.Namun kalau5sudah dibuat bagaimana hukum5memenuhi syarat 
yang terdapat dalam5perjanjian perkawinan itu, menjadi5perbincangan di 
kalangan ulama.Jumhur ulama5berpendapat bahwa memenuhi5syarat yang 
dinyatakan dalam bentuk5perjanjian itu hukumnya adalah5wajib 
                                                             
4Ibid, hal 24. 
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sebagaimana5hukum memenuhi perjanjian5lainnya, bahkan syarat-syarat 
yang5berkaitan dengan perkawinan5lebih berhak 
untuk5dilaksanakan.Kewajiban memenuhi persyaratan yang5terdapat dalam 
perjanjian5dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan5tergantung 
kepada bentuk5persyaratan yang ada dalam5perjanjian. Dalam hal ini5ulama 
membagi syarat itu5menjadi tiga :
6
 
1. Syarat-syarat5yang langsung berkaitan dengan5pelaksanaan 
kewajiban suami5isteri dalam perkawinan dan5merupakan 
tuntutan dari 5perkawinan itu sendiri. 
2. Syarat-syarat5yang bertentangan dengan hakikat5perkawinan atau 
yang secara5khusus dilarang untuk5dilakukan atau memberi 
mudarat kepada5pihak-pihak tertentu. 
3. Syarat-syarat5tidak menyalahi tuntutan5perkawinan dan tidak5ada 
larangan secara5khusus namun tidak ada5tuntutan dari syara’ 
untuk dilakukan. 
 
Kesepakatan5kedua calon mempelai5membuat perjanjian kawin, tidak 
boleh5menghilangkan kewajiban suami5untuk memenuhi kebutuhan5rumah 
tangga. Hal5ini juga di atur5dalam Pasal 48 ayat (1) 5Inpres Nomor 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan : 
Apabila5dibuat perjanjian perkawinan5mengenai pemisahan harta 
bersama5atau harta syarikat, maka5perjanjian tersebut tidak5boleh 
menghilangan kewajiban5suami untuk memenuhi kebutuhan5rumah 
tangga. Pada Pasal 495ayat (1) Kompilasi Hukum Islam5dinyatakan 
bahwa : 
“perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, 
baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun 
yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”  
Pasal 50 : 
(1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta, 
mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai 
tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat 
nikah. 
                                                             
6Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014, hal 146. 
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(2) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama 
suami isteri dan wajib medaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat 
Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 
 
Menurut KUHPerdata pada dasarnya harta yang didapat selama 
perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : 
(1) Kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam 
perkawinan itu dicampur menjadi satu.  
(2) Persatuan (pencampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak 
boleh diadakan dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. 
 
Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi 
perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga 
masing-masing mendapat separuh. Setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam 
Pasal 29, yang menentukan : 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut5tidak dapat disahkan bilamana melanggar5batas- batas 
hukum, agama dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut5berlaku sejak perkawinan5dilangsungkan. 
4. Selama5perkawinan berlangsung perjanjian5tersebut tidak dapat5dirubah, 
kecuali bila dari kedua5belah pihak ada persetujuan untuk5merubah dan 
perubahan tidak5merugikan pihak5ketiga. 
 
Menurut5Pasal 119 Kitab Undang-Undang5Hukum Perdata apabila 
oleh calon5suami atau calon isteri sebelum5perkawinan dilangsungkan5tidak 
dibuat perjanjian5kawin yang mengatur5persatuan (campuran) 5harta secara 
bulat antara5harta isteri dan suami maka5mengakibatkan terjadipencampuran 
persatuan5bulat harta kekayaan perkawinan.Pencampuran5itu terjadi terhadap 
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harta yang mereka5bawa, maupun yang akan5mereka peroleh sepanjang 
perkawinan. 
Isi yang5diatur di dalam perjanjian kawin5tergantung pada pihak-
pihak calon5suami-calon isteri, dengan ketentuan5tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang, agama5dan kepatutan atau kesusilaan.Bentuk5dan isi 
perjanjian perkawinan dibuat5sebagaimana halnya dengan5 perjanjian pada 
umumnya, kepada5kedua belah pihak diberikan kebebasan 5 (sesuai dengan 
asas hukum “kebebasan5berkontrak”) dengan ketentuan5tidak bertentangan 
dengan5Undang-Undang, kesusilaan5atau tidak melanggar5ketertiban 
umum.
7
 
Secara5formal, perjanjian kawin 5adalah perjanjian yang dibuat5oleh 
calon suami atau calon5isteri untuk mengatur akibat-akibat5perkawinannya 
terhadap5harta kekayaan mereka. Perkawinan5yang sah menurut 
hukum5akan menimbulkan akibat hukum5sebagai berikut :
8
 
1. Timbulnya hubungan antara suami- isteri; 
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan; 
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. 
Maksud dan tujuan calon suami-isteri membuat janji-janji perkawinan 
adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai harta 
kekayaan agar tidak terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan 
diantara suami-isteri selama perkawinan.
9
 
                                                             
7Ibid, hal 145. 
8Loc.,Cit.. 
9Ibid, hal 56. 
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Masalah5perjanjian perkawinan terkait5langsung dengan Pasal5104 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 
Suami dan5isteri dengan mengikat5diri5dalam suatu5perkawinan, 
5dan hanya karena5itupun, terikatlah mereka5dalam suatu perjanjian 
bertimbal5balik, akan memelihara dan5mendidik sekalian5anak 
mereka. 
 
MenurutUndang-Undang Nomor 15Tahun 1974 tentang5Perkawinan, 
perjanjian kawin diatur5dalam Pasal 29.Berdasarkan5Pasal 29 tersebut 
perjanjian perkawinan5yang dibuat oleh suami5dan isteri merupakan5sebuah 
perjanjian tertulis. 
Bagi masyarakat Indonesia5saat ini untuk mengatur5harta masing–
masing dalam5sebuah perjanjian perkawinan5jarang dilakukan atau5belum 
termasuk umum5dikalangan masyarakat, 5hal tersebut dikarenakan5lembaga 
perkawinan5merupakan sesuatu yang 5sakral yang tidak5hanya menyangkut 
aspek5hukum saja tetapi juga5menyangkut aspek religius, serta5perjanjian 
perkawinan5menjadi suatu hal yang5tidak lazim, dan di5anggap tidak biasa, 
kasar, materialistik, egois, tidak5etis, tidak sesuai dengan5adat timur dan lain 
sebagainya5Namun, demikian5Undang–Undang telah memberi5peluang bagi 
mereka5yang mau mengaturnya.
10
 
Pembuatan perjanjian5kawin, dilakukan baik dalam5bentuk tertulis 
atau akta, 5baik dibawah tangan maupun5dalam bentuk akta otentik yang 
dibuat oleh5seorang pejabat yang berwenang. Yang5dimaksud dengan akta 
adalah surat yang diberi5tanda tangan, yang memuatsegala peristiwa yang 
                                                             
10Amir Syarifuddin, Op.,Cit, hal 150. 
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dijadikan dasar5dari sesuatu hak atau perikatan, dan5dibuat sejak semula 
dengan sengaja untuk pembuktian.
11
 
Prenuptial5agreement (pre-nup) atau perjanjian5perkawinan penting 
dibuat sebelum5menikah untuk memperjelas harta, 5hak, serta kewajiban 
pasangan5suami-isteri. Mengenai isi5perjanjian perkawinan yang5dijelaskan 
oleh Emiliani5salah satu Notaris yang5berada di Kabupaten5Jepara, sebagai 
berikut :
12
 
1. Soal Harta 
2. Hak dan Kewajiban 
3. Anak 
4. Kesepakatan Kedua Belah Pihak  
Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement di Indonesia 
memang dianggap tabu.Padahal, perjanjian tersebut penting dibuat sebelum 
menikah untuk memperjelas hak dan kewajiban pasangan suami isteri, 
termasuk perihal harta yang dimiliki atau soal hak asuh anak.Perjanjian 
perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin sebelum 
keduanya sah menjadi suami isteri.Lazimnya, beberapa pasangan memilih 
membuat perjanjian perkawinan karena ada beberapa pertimbangan.Di 
antaranya mempersiapkan adanya perpisahan kelak atau agar ada kejelasan 
tugas dan tanggung jawab antara suami isteri dalam rumah tangga. Menyadari 
                                                             
11Ibid, hal 151. 
12Raden Roro Emiliani Soetjadiningrat, Wawancara Pribadi, Notaris di Kabupaten Jepara, 19 
September 2019. 
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pentingnya perjanjian perkawinan, pasangan nikah di Kabupaten Jepara yang 
bersepakat membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut :
13
 
1. Vina Agustin dan Ivan Natan 
Proses perceraian Vina Agustin dan Ivan Natan terlibat 
perdebatan sengit, hal ini berkaitan dengan perjanjian 
pranikah. Saat menikah pada tahun 2005 silam, keduanya 
bersepakat membuat perjanjian perkawinan.Meski pembagian 
harta gono gini sudah diatur dengan jelas dalam perjanjian 
pranikah, keduanya menafsirkan perjanjian tersebut secara 
berbeda. 
2. Intan Paramitha Sari Hananto dan Leng Long 
Pada November 2012 silam, Intan Paramitha Sari Hananto 
bercerai dengan Leng Long. Perceraian mereka pun tanpa 
memutuskan pembagian harta gono gini karena adanya 
perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan 
pasangan yang menikah tahun 2004 hingga 2012 itu disepakati 
bahwa mereka tidak akan merubah isi Perjanjian Perkawinan 
tersebut. 
3. Soraya Utami dan Pablo Federick 
Pernikahan Soraya Utami dan Pablo Federick cukup 
menyita perhatian, karena keduanya memutuskan menikah 
setelah baru kenal tujuh hari. Selain proses perkenalan yang 
                                                             
13Raden Roro Emiliani Soetjadiningrat, Wawancara Pribadi, Notaris di Kabupaten Jepara, 19 
September 2019. 
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cukup singkat, Soraya Utami dan Pablo Federick juga 
membuat perjanjian pranikah. Dalam perjanjian tersebut, 
disebutkan bahwa Pablo harus memberikan semua hartanya 
pada Soraya apabila Pablo selingkuh. Menurut Soraya 
Utami, perjanjian tersebut merupakan “alat pengaman” bagi 
para wanita agar tidak diperlakukan semena-mena oleh 
suami. 
Kehidupan5masyarakat yang memerlukan5kepastian hukum sektor 
pelayanan jasa5publik yang saat5ini semakin berkembang5seiring 
meningkatnya5kebutuhan masyarakat5atas pelayanan jasa.Hal iniberdampak 
pula5pada peningkatan di5bidang jasa Notaris.Peran5Notaris dalam sektor 
pelayanan jasa5adalah sebagai pejabat5yang diberi wewenang5oleh negara 
untuk melayani masyarakat dalam5bidang perdata khususnya5pembuatan 
akta5otentik. Sebagaimana disebutkan5dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang5Nomor 30 Tahun 2004 tentang5Jabatan Notaris (UUJN) . 
Profesi5Notaris sangatlah penting, karena5sifat dan hakikat dari 
pekerjaaan Notaris yang sangat5berorientasi pada legalisasi, 5sehingga dapat 
menjadi pedoman5hukum utama tentang status5harta benda, hak, dan 
kewajiban para pihak5yang terlibat.Dalam pembuatan5akta Notaris harus 
memuat keinginan5atau kehendak para pihak5yang dituangkan ke5dalam isi 
perjanjian5 (akta) tersebut, terutama5pembuatan akta perjanjian5perkawinan. 
Berdasarkan5uraian latar belakang5tersebut di atas maka5penulis 
tertarik untuk5melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan 
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Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran 
Oleh Notaris di Kabupaten Jepara”. 
B. Perumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka 
permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : 
1. Mengapa pasangan suami isteri yang menikah membuat akta 
perjanjian perkawinan sebelum perkawinan ? 
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan 
perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran? 
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan 
perjanjian perkawinan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab pasangan suami 
isteri yang menikah membuat akta perjanjian perkawinan. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang digunakan 
dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada perkawinan 
campuran. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris 
terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian mengenai pelaksanaan pembuatan akta perjanjian 
perkawinan oleh Notaris di Kabupaten Jepara ini diharapkan dapat memberi 
manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 
1. Kegunaan Teoritis 
Diharapkan5hasil penelitian ini dapat memberikan 5sumbangan pada 
pengembangan dan5kemajuan dibidang ilmu pengetahuan5khususnya 
ilmu Hukum Perdata. 
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan5sumbangan pemikiran, 
terutama kepada5pemerintah dan masyarakat5dalam hal pelaksanaan 
pembuatan akta perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran oleh 
Notaris di Kabupaten Jepara. 
E. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-
masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam 
sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 
kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 
pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tinjauan 
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umum notaris, tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum perjanjian 
perkawinan. 
BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 
penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 
analisis data. 
BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penyebab pasangan suami isteri 
yang menikah membuat akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan, 
dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada 
perkawinan campuran dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian 
perkawinan. 
BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 
hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 
kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 
bagi pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan akta perjanjian 
perkawinan pada perkawinan campuran oleh Notaris di Kabupaten Jepara. 
  
